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P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj

الرحيم    الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili pada tingkat

pertama dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga

Honorer,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Mamuju,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,

tempat tinggal  Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat dan  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari

2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor

xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  13  Februari  1990,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lilirilau dan tercatat pada Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Lilirilau,  Kabupaten  Soppeng,  sebagaimana

bukti berupa Buku Nikah Nomor xxx/II/43/1990 tanggal 02 Maret 1990;  
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2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat

berstatus Jejaka;  

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  selama  kurang  lebih  3  tahun,

kemudian  menetap  di  rumah  bersama  sampai  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah;  

4. Bahwa dari  pernikahan tersebut,  Penggugat dan Tergugat dikaruniai  3

(tiga) orang anak: 1. Anak ke-1, 2. Anak ke-2, 3. Anak ke-3;  

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan baik,  tetapi  sejak Tahun 2001 antara Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pertengkaran  yang mengakibatkan  hubungan Penggugat

dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi; 

6. Bahwa  penyebab  terjadinya  Pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat karena jika Terggugat  memberikan nafkah lahir,  Tergugat selalu

mengungkit ungkit nafkah tersebut;  

7. Bahwa Tergugat juga sering marah-marah walau hanya masalah sepele;

8. Bahwa  puncaknya  terjadi  pada  tanggal  15  Oktober  2011  yang

menyebabkan  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sampai

sekarang,  dan  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  layaknya

suami isteri;  

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Mamuju  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

2. Menetapkan  perkawinan  Penggugat  (Penggugat)  dengan  Tergugat

(Tergugat) putus karena perceraian; 
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3. Menetapkan  biaya  perkara  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang  menghadap  sendiri,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap tanpa alasan dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk  datang

menghadap  sebagai  kuasanya,  sedangkan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar

dan  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  namun  tidak  berhasil,  maka

selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  bukti  surat  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

xxx/II/43/1990,  tanggal  13  Februari  1990,  atas  nama  Penggugat dengan

Tergugat,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Lilirilau,

Kabupaten Soppeng,  bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya (P);

Bahwa di samping  bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi

sebagai berikut:

1. Saksi1,  umur  64  tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di

Kabupaten Mamuju;

Saksi  tersebut  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah,  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

di rumah sendiri;
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- Bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  3

orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih

dari 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa  saksi  sering  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar  disebabkan  Terggugat  memberi uang nafkah  kepada

Penggugat sering mengungkit-ungkitnya kembali;

- Bahwa  selama  pisah  rumah  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati supaya bersatu

lagi tetapi tidak berhasil;

2. Saksi2,  umur  40 tahun, agama Islam, pendidikan  S1, bertempat tinggal di

Dusun Amalia, Desa Ronte Mario, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;

Saksi  tersebut  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah,  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

sendiri;

- Bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  3

orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang

lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat

tidak diberi nafkah yang cukup oleh Tergugat;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat  dan Tergugat  tidak ada

komunikasi yang baik;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah dinasihati  supaya rukun

kembali tetapi tidak berhasil;
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Bahwa  terhadap  keterangan  para  saksi  tersebut  di  atas,  Penggugat

menyatakan telah cukup;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  secara  lisan

yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  semua  yang

tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan

oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan

tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  pokok  perkara

sebagaimana  diajukan  oleh  Penggugat,  Pengadilan  perlu  terlebih  dahulu

mempertimbangkan  mengenai  kedudukan  hukum (legal  standing)  Penggugat

dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik

yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan

Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal  13 Februari

1990, sehingga dengan demikian keduanya berkedudukan hukum yang benar

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki

kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk  bertindak  sebagai  pihak  dalam

gugatan  a quo  maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok

perkara gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan

yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Tahun 2001 rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  disebabkan  Terggugat  jika  memberikan  nafkah  lahir,  Tergugat

selalu mengungkit-ungkit nafkah tersebut. Puncak ketidakharmonisan hubungan

Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 15 Oktober 2011, saat mana Penggugat

dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang,  tanpa  saling

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang

menjadi  masalah  utama yang harus  dibuktikan adalah  apakah benar  antara

Penggugat  dan Tergugat  telah  terjadi  perselisihan dan pertengkaran dengan

sebab-sebab  tersebut  di  atas  yang  berakibat  hubungan  Penggugat  dengan

Tergugat  menjadi  tidak  harmonis,  dan  apakah  ketidakharmonisan  hubungan

Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya  tersebut

Penggugat  telah  menghadirkan  dua  orang  saksi  ke  depan  sidang,  masing-

masing Saksi1 dan Saksi2.  Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak

terlarang untuk  memberikan kesaksian  di  depan sidang,  dan masing-masing

dibawah  sumpah  dan  secara  terpisah  telah  memberikan  keterangannya

mengenai  apa yang mereka ketahui  secara langsung tentang rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat,  seperti  terurai  pada  bagian  duduk  perkara,

keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya  saling menguatkan,

sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  yang  dikuatkan

dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta

mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

sendiri;
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- Bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  3  orang

anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Terggugat

memberi uang nafkah  kepada  Penggugat  sering  mengungkit-ungkitnya

kembali;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah tempat  tinggal  selama

lebih  dari  2  (dua)  tahun,  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat  tinggal

bersama dan tidak kembali lagi;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi  yang  baik,  dan  Tergugat  sudah  tidak  memberi  nafkah  wajib

kepada Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dinasihati  supaya  hidup  rukun

kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari  fakta-fakta tersebut di  atas dapat disimpulkan

bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  pada  pokoknya  disebabkan  masalah  ekonomi,  yakni

Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga

bila Penggugat meminta uang nafkah Tergugat menyebut-nyebut kembali uang

nafkah  yang  telah  diberikan  sebelumnya.  Akibat  pertengakaran  tersebut

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  lebih dari dua tahun

tanpa  saling  menjalankan  kewajiban  sebagai  suami  istri.  Dengan  demikian,

terbukti  pula  bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  telah

mempengaruhi  keharmonisan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Pengadilan  telah  berusaha  menyampaikan  saran

dan  nasihat  kepada  Penggugat  agar  bersabar  dan  rukun  kembali  dengan

Tergugat,  akan  tetapi  dalam  kesimpulannya  Penggugat  masih tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah
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menghadiri  persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  sah,  maka  hal  ini

secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar

sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang,  bahwa unsur  pokok  tegaknya  suatu  bangunan  rumah

tangga  adalah  adanya  ikatan  lahir  batin  yang  kokoh  antara  suami  dan  istri

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya

tempat  tinggal tanpa  ada  tanda-tanda  akan  rukun  kembali,  maka  kondisi

tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut

telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali,  sehingga  telah

sulit  untuk  diperbaiki.  Demikian  halnya  dengan  keadaan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih

dari dua tahun yang lalu, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami

istri, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan

ini  menunjukkan  bahwa ikatan  lahir  dan  batin  yang  menyatukan  Penggugat

dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan

bahwa dalam kondisi  rumah tangga yang seperti  itu tujuan pernikahan yakni

untuk  melahirkan  ketenangan,  cinta,  dan  kasih  sayang  di  antara  pasangan

suami-istri, sebagaimana  tercantum  dalam Al-Qur'an  Surat  Ar-Rum ayat  21,

sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang,  bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

adalah sia-sia belaka,  sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan

akan  menimbulkan  mudarat  yang  berkepanjangan,  sehingga  Pengadilan

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat

dipertahankan lagi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat

gugatan  Penggugat  telah  terbukti  beralasan  hukum  yakni  sesuai  ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  atau  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan

Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap

Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,

maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud

Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  84  ayat  (1)  dan  (2)  Panitera

Pengadilan  atau  Pejabat  Pengadilan  yang  ditunjuk  berkewajiban  selambat-

lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  mengirimkan  satu  helai  salinan  putusan

Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  kepada  Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat

dan  Tergugat,  dan  PPN  di  tempat  perkawinan  dilangsungkan  bilamana

perceraian  dilakukan  di  wilayah  yang  berbeda  dengan  wilayah  PPN tempat

perkawinan dilangsungkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir  telah

diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  kepada

Penggugat (Penggugat);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian  diputusan  pada  Hari  Selasa  tanggal  29  Januari  2019  M

bertepatan dengan tanggal  23 Jumadil  Awal  1440 H oleh Acep Sugiri,  S.Ag,

M.Ag. sebagai Hakim yang memeriksa perkara,  putusan mana dibacakan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan

dibantu  oleh  Bacong,  S.HI.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti Hakim 

Bacong, S.HI. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.
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Perincian Biaya Perkara:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 525.000,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).
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